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ASPEK YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH 
MELALUI TUKAR-MENUKAR MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 
TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 
19961 

Oleh: Natalia Maria Liju2 
 

ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah akibat hukum 
pendaftaran tanah dan bagaimanakah Aspek 
yuridis peralihan hak atas tanah melalui tukar-
menukar menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, 
yang dengan menggunakan metode penelitian 
hukum normatif, disimpulkan bahwa:  1.  
Ketentuan Pendaftaran di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang UUPA Pasal 19, yang dilaksanakan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kedua 
peraturan pemerintah ini merupakan bentuk 
pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka 
Recht Kadaster yang bertujuan memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat 
bukti yang dihasilkan pada akhir proses 
pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan 
Sertifikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku 
Tanah dan Surat Ukur. Sertifikat hak atas tanah 
tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat 
sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 19 ayat 
(1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), 
dan Pasal 38 ayat (2) UUPA Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960. Sertifikat hanya 
merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan 
merupakan tanda bukti yang mutlak. Hal ini 
berarti keterangan-keterangan yang tercantum 
di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan 
harus diterima sebagai keterangan yang benar 
dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang 
membuktikan sebaliknya.  2. Salah satu cara 
terjadinya peralihan hak atas tanah adalah 
dengan cara tukar-menukar. Ketentuan 
peralihan hak atas tanah dengan cara tukar-
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menukar ini berlaku bagi Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 
Dalam peraturan perundangan, ketentuan 
tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 26 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 16, 
Pasal 34, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah. Dalam berbagai ketentuan tersebut, 
tidak ada yang menjelaskan dengan tegas 
mengenai definisi dari tukar-menukar itu 
sendiri, namun jika dikaji lebih dalam, tukar-
menukar sebenarnya telah tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan masyarakat 
kuno dengan istilah barter. Jauh sebelum 
masyarakat mengenal alat tukat atau uang, 
mereka menggunakan barang kepunyaannya 
sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang 
milik orang lain. Untuk mengawali terjadinya 
tukar-menukar, para pihak harus mencapai 
kesepakatan terlebih dahulu tentang barang 
yang menjadi objek tukar-menukar itu sendiri.  
Kata kunci: peralihan hak, tukar menukar, 
agraria 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penulisan 

Peralihan hak atas tanah secara singkat 
didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang 
bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas 
tanah kepada pihak lain. Peralihan hak atas 
tanah tersebut tidak hanya terbatas pada 
perbuatan hukum jual beli saja, namun juga 
mencakup hibah, wasiat, wakaf, tukar-
menukar, warisan, pemberian menurut hukum 
adat dan lain-lain.3 Peralihan hak atas tanah 
wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dengan maksud untuk 
mengubah nama pemilik atau pemegang hak 
atas tanah dari atas nama pemilik atau 
pemegang hak atas tanah yang baru dan 
menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. 
  
B. Perumusan Masalah  
1. Bagaimanakah akibat hukum pendaftaran 

tanah? 
2. Bagaimanakah Aspek yuridis peralihan hak 

atas tanah melalui tukar-menukar menurut 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996? 

 
C. Metode Penelitian 

“Penelitian ini merupakan bagian dari 
penelitian hukum kepustakaan yakni dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau yang 
dinamakan penelitian hukum normatif”.4  
 
PEMBAHASAN 
A.  Akibat hukum Pendaftaran Tanah 

Ketentuan Pendaftaran di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang UUPA Pasal 19, yang dilaksanakan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 
berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. 
Peraturan pemerintah ini merupakan bentuk 
pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka 
Recht Kadaster yang bertujuan memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat 
bukti yang dihasilkan pada akhir proses 
pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan 
Sertifikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku 
Tanah dan Surat Ukur.5 

Sertifikat hak atas tanah tersebut 
merupakan alat pembuktian yang kuat 
sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 19 ayat 
(1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), 
dan Pasal 38 ayat (2) UUPA Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960. Sertifikat hanya 
merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan 
merupakan tanda bukti yang mutlak. Hal ini 
berarti keterangan-keterangan yang tercantum 
di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan 
harus diterima sebagai keterangan yang benar 
dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang 
membuktikan sebaliknya.6 

Pendaftaran semacam ini menggunakan 
sistem Publikasi Negatif. Dalam sistem ini, 
negara hanya secara pasif menerima apa yang 
dinyatakan oleh pihak yang meminta 
pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu-waktu 
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dapat digugat oleh orang yang merasa lebih 
berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh 
tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak 
dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu 
dengan itikad baik. Dalam banyak kasus, 
pemegang hak yang memiliki sertifikat hak atas 
tanah, kapanpun tanpa ada batas jangka waktu 
tertentu dapat kehilangan haknya karena 
gugatan, akibatnya sertifikatnya akan 
dibatalkan. 

Dengan demikian, Pendaftaran Tanah 
dengan sistem publikasi negatif tidak 
memberikan kepastian hukum kepada orang 
yang terdaftar sebagai pemegang hak karena 
negara tidak menjamin kebenaran catatan yang 
disajikan. Sebaliknya, dalam Pendaftaran Tanah 
yang menggunakan sistem Publikasi Positif, 
orang yang mendaftar sebagai pemegang hak 
atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi 
haknya. Dengan sistem ini negara sebagai 
pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang 
sudah dilakukan adalah benar. Konsekuensi 
penggunaan sistem ini adalah bahwa dalam 
proses pendaftarannya harus benar-benar 
diteliti bahwa orang yang minta 
pendaftarannya memang berhak atas tanah 
yang didaftarkan tersebut, dalam arti dia 
memperoleh tanah ini dengan sah dari pihak 
yang benar-benar berwenang memindahkan 
hak atas tanah tersebut dan batas-batas tanah 
tersebut adalah benar adanya. Negara 
menjamin kebenaran data yang disajikan. Jika 
pemegang hak atas tanah kehilangan haknya, 
maka ia dapat menuntut kembali haknya. Jika 
pendaftaran terjadi karena kesalahan pejabat 
pendaftaran, ia hanya dapat menuntut 
pemberian ganti kerugian berupa uang. 7 
Menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 
Pokok Agraria, kegiatan pendaftaran tanahyang 
dilakukan Pemerintah, meliputi: 
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan 

tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan 

peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
 
B. Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah 

melalui Tukar-Menukar Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 
Undang-Undang Pokok Agraria mengatur 

peralihan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah, yaitu: 
a. Pasal 20 ayat (2) UUPA 

Hak Milik dapat beralih dan dialihkan 
kepada pihak lain. 

b. Pasal 28 ayat (3) UUPA 
Hak Guna Usaha dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. 

c. Pasal 35 ayat (3) UUPA 
Hak Guna Bangunan dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. 

d. Pasal 43 UUPA 
(1) Sepanjang mengenai tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara,maka 
Hak Pakai hanya dapat dialihkan 
kepada pihak lain dengan izin pejabat 
yang berwenang. 

(2) Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat 
dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu 
dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan. 

Salah satu cara terjadinya peralihan hak atas 
tanah adalah dengan cara tukar-menukar. 
Ketentuan peralihan hak atas tanah dengan 
cara tukar-menukar ini berlaku bagi Hak Milik, 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai. Dalam peraturan perundangan, 
ketentuan tersebut diatur dengan tegas dalam 
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan 
Pasal 16, Pasal 34, dan Pasal 54 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah. 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang UUPA pada intinya menyebutkan 
bahwa peralihan hak milik dapat terjadi karena 
jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 
dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan 
untuk memindahkan hak milik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai beberapa pasal 
menyebutkan: 
Pasal 16: 

1. Hak Guna Usaha dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. 

2. Peralihan Hak Guna Usaha terjadi 
dengan cara: 
a. jual beli; 
b. tukar-menukar; 
c. hibah; 
d. penyertaan dalam modal; 
e. pewarisan. 

3. Peralihan Hak Guna Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
harus didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan.  

4. Peralihan Hak Guna Usaha karena jual 
beli kecuali melalui lelang, tukar-
menukar, penyertaan dalam modal dan 
hibah dilakukan dengan akta yang 
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah. 

5. Jual beli yang dilakukan melalui 
pelelangan dibuktikan dengan Berita 
Acara Lelang. 

6. Peralihan Hak Guna Usaha karena 
pewarisan dengan surat wasiat atau 
surat keterangan waris yang dibuat 
oleh instansi yang berwenang. 

 
Pasal 34 

1. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. 

2. Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi 
dengan cara: 
a. jual beli; 
b. tukar-menukar; 
c. hibah; 
d. penyertaan dalam modal; 
e. pewarisan. 

3. Peralihan Hak Guna Bangunan 
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 
(2) harus didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan.  

4. Peralihan Hak Guna Bangunan karena 
jual beli kecuali melalui lelang, tukar-
menukar, penyertaan dalam modal, 
dan hibah dilakukan dengan akta yang 
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah. 

5. Jual beli yang dilakukan melalui 
pelelangan dibuktikan dengan Berita 
Acara Lelang. 

6. Peralihan Hak Guna Bangunan karena 
pewarisan dengan surat wasiat atau 
surat keterangan waris yang dibuat 
oleh instansi yang berwenang. 
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7. Peralihan Hak Guna Bangunan atas 
tanah Hak Pengelolaan harus dengan 
persetujuan tertulis dari pemegang Hak 
Pengelolaan.  

8. Peralihan Hak Guna Bangunan atas 
tanah Hak Milik harus dengan 
persetujuan tertulis dari pemegang Hak 
Milik yang bersangkutan. 

 
Pasal 54 

1. Hak Pakai yang diberikan atas tanah 
negara untuk jangka waktu tertentu 
dan Hak Pakai atas tanah Hak 
Pengelolaan dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. 

2. Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya 
dapat dialihkan apabila hak tersebut 
dimungkinkan dalam perjanjian 
pemberian Hak Pakai atas tanah Hak 
Milik yang bersangkutan. 

3. Peralihan Hak Pakai terjadi karena: 
a. Jual beli; 
b. Tukar-menukar; 
c. Penyertaan dalam modal; 
d. Hibah; 
e. Pewarisan. 

4. Peralihan Hak Pakai sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) wajib 
didaftarkan ke Kantor Pertanahan.  

5. Peralihan Hak Pakai karena jual beli 
kecuali melalui lelang, tukar-menukar, 
penyertaan dalam modal, dan hibah 
dilakukan dengan akta yang dibuat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

6. Jual beli yang dilakukan melalui 
pelelangan dibuktikan dengan Berita 
Acara Lelang.  

7. Peralihan Hak Pakai karena pewarisan 
dengan surat wasiat atau surat 
keterangan waris yang dibuat oleh 
instansi yang berwenang. 

8. Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara 
harus dengan izin dari pejabat yang 
berwenang. 

9. Peralihan Hak Pakai atas tanah Hak 
Pengelolaan harus dengan persetujuan 
tertulis dari pemegang Hak 
Pengelolaan. 

10. Peralihan Hak Pakai atas tanah Hak 
Milik harus dengan persetujuan tertulis 
dari pemegang Hak Milik yang 
bersangkutan. 

Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak 
ada yang menjelaskan dengan tegas mengenai 
definisi dari tukar-menukar itu sendiri. Namun, 
jika dikaji lebih dalam, tukar-menukar 
sebenarnya telah tumbuh dan berkembang 
dalam kehidupan masyarakat kuno dengan 
istilah barter. Jauh sebelum masyarakat 
mengenal alat tukar atau uang, mereka 
menggunakan barang kepunyaannya sebagai 
alat tukar untuk mendapatkan barang milik 
orang lain. 

Menurut Hukum Adat, tukar-menukar 
mengandung arti tidak saja karena 
kebendaantetapi juga termasuk hal-hal yang 
menyangkut kejiwaan dan pemikiran serta 
harga menghargai antara yang satu dengan 
yang lain, misalnya tukar-menukar pendapat, 
tukar-menukar (balas-membalas) budi dan 
sebagainya.8 Pasal 1541 KUHPerdata 
menjelaskan bahwa tukar menukar adalah 
suatu perjanjian dengan mana kedua belah 
pihak mengikatkan dirinya untuk saling 
memberikan suatu barang secara bertimbal 
balik sebagai gantinya suatu barang lain.9 

Subekti, dalam bukunya “Aneka Perjanjian”, 
menyebutkan tukar-menukar merupakan suatu 
perjanjian konsensual, dalam arti bahwa tukar-
menukar sudah jadi dan mengikat pada detik 
tercapainya sepakat mengenai barang-barang 
yang menjadi objek dari perjanjiannya.10 Hilman 
Hadikusuma menjelaskan bahwa tukar-
menukar harus didasarkan pada adanya 
kesepakatan kedua pihak, terjadinya dan 
berlangsungnya tukar-menukar itu menurut 
hukum adat harus terang dilihat dan diketahui 
orang lain.11 Demikian pula dapat dilihat bahwa 
tukar-menukar adalah suatu perjanjian 
“obligatoir” saja seperti jual beli, dalam arti 
bahwa tukar-menukar belum memindahkan 
hak milik tetapi baru pada taraf memberikan 
hak dan kewajiban. Masing-masing pihak 
mendapat hak untuk menuntut diserahkannya 
hak milik atas masing-masing barang adalah 
perbuatan (perbuatan hukum) yang dinamakan 
levering atau penyerahan hak milik secara 
yuridis.12 
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Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian 
tukar-menukar yang mengakibatkan terjadinya 
kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang 
merugikan orang lain itu harus mengganti 
kerugiannya. Batalnya persetujuan tukar-
menukar dapat terjadi dikarenakan barang 
yang akan dipertukarkan itu musnah atau 
hilang sebelum terjadinya penyerahan barang. 
Jika salah satu pihak telah menyerahkan barang 
tukaran sedang pihak lainnya belum, sedangkan 
barang itu musnah atau hilang, maka tukar-
menukar dapat dilanjutkan dengan barang 
tukar-menukar lain atau pihak yang telah 
menerima barang menyerahkan kembali 
barang tukaran itu. 13 

Adapun objek peralihan Hak melalui tukar-
menukar adalah sebagai berikut:14 
a. Hak Milik 

Dasar Hukum terjadinya peralihan Hak 
Milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan 
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang UUPA yang 
menyebutkan bahwa Hak milik dapat 
beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang UUPA menyebutkan bahwa salah 
satu cara peralihannya adalah dengan 
penukaran. 

b. Hak Guna Usaha. 
Dasar Hukum terjadinya peralihan Hak 
Guna Usaha dapat dilihat berdasarkan 
ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
UUPA yang menyebutkan bahwa Hak Guna 
Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain. Selain itu, ketentuan Pasal 16 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1996 menyebutkan bahwa salah 
satu cara peralihannya adalah dengan 
tukar-menukar. 

c. Hak Guna Bangunan. 
Dasar Hukum terjadinya peralihan Hak 
Guna Bangunan dapat dilihat berdasarkan 
ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
UUPA yang menyebutkan bahwa Hak Guna 
Bangunan dapat beralih dab dialihkan 
kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan 
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Angger S Pramukti & ErdhaWidayanto, Op-cit, hal 
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Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan 
bahwa salah satu cara peralihannya adalah 
dengan tukar-menukar. 

d. Hak Pakai 
Dasar hukum terjadinya peralihan Hak 
Pakai diatur dalam ketentuan Pasal 43 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang UUPA. Ketentuan tersebut 
menyebutkan bahwa sepanjang mengenai 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara 
maka hak pakai hanya dapat dialihkan 
kepada pihak lain dengan izin penjabat 
yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik 
hanya bisa dialihkan pada pihak lain, jika 
hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan. Sementara itu ketentuan 
Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1996 menjelaskan bahwa Hak Pakai 
yang diberikan atas tanah negara untuk 
jangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas 
tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan 
dialihkan pada pihak lain. Selain itu, Hak 
Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat 
dialihkan apabila hak tersebut 
dimungkinkan dalam perjanjian pemberian 
Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang 
bersangkutan. Salah satu cara beralihnya 
Hak Pakai adalah dengan tukar-menukar. 

Pada dasarnya tukar-menukar merupakan 
sebuah perjanjian sama halnya sepertijual beli. 
Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar-
menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat 
sahnya perjanjian yang disebutkan dalam 
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun 
syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan 
pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan 

dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 

Tentang tata cara pendaftaran pemindahan 
hak atas tanah melalui tukar-menukar di Kantor 
Pertanahan Kabupaten atau Kota telah diatur 
dengan jelas dalam Pasal 97 sampai dengan 
Pasal 106 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Tahapan tersebut meliputi tahap persiapan 
pembuatan akta, tahap pelaksanaan 
pembuatan akta, tahap pendaftaran 
pemindahan hak dan tahap penyerahan 
sertifikat. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1.  Ketentuan Pendaftaran di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang UUPA Pasal 19, yang 
dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian 
diganti dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997. Kedua peraturan 
pemerintah ini merupakan bentuk 
pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam 
rangka Recht Kadaster yang bertujuan 
memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas tanah, dengan alat bukti yang 
dihasilkan pada akhir proses pendaftaran 
tersebut berupa Buku Tanah dan Sertifikat 
Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah 
dan Surat Ukur. Sertifikat hak atas tanah 
tersebut merupakan alat pembuktian yang 
kuat sebagaimana dinyatakan di dalam 
Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), 
Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) 
UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960. Sertifikat hanya merupakan tanda 
bukti yang kuat dan bukan merupakan 
tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti 
keterangan-keterangan yang tercantum di 
dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan 
harus diterima sebagai keterangan yang 
benar dan sepanjang tidak ada alat 
pembuktian yang membuktikan sebaliknya.  

2.  Salah satu cara terjadinya peralihan hak 
atas tanah adalah dengan cara tukar-
menukar. Ketentuan peralihan hak atas 
tanah dengan cara tukar-menukar ini 
berlaku bagi Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam 
peraturan perundangan, ketentuan 
tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 
26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan 
Pasal 16, Pasal 34, dan Pasal 54 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai Atas Tanah. Dalam berbagai 

ketentuan tersebut, tidak ada yang 
menjelaskan dengan tegas mengenai 
definisi dari tukar-menukar itu sendiri, 
namun jika dikaji lebih dalam, tukar-
menukar sebenarnya telah tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan masyarakat 
kuno dengan istilah barter. Jauh sebelum 
masyarakat mengenal alat tukat atau uang, 
mereka menggunakan barang 
kepunyaannya sebagai alat tukar untuk 
mendapatkan barang milik orang lain. 
Untuk mengawali terjadinya tukar-
menukar, para pihak harus mencapai 
kesepakatan terlebih dahulu tentang 
barang yang menjadi objek tukar-menukar 
itu sendiri.  

 
B. Saran 

Tanah dalam kehidupan manusia 
mempunyai arti sangat penting oleh karena 
sebagian besar dari kehidupan manusia 
salah satunya bergantung pada keberadaan 
dan kepemilikan kepada tanah. Tanah bisa 
dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai 
sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk 
kehidupan pada masa mendatang. Bahkan 
tanah merupakan investasi jangka panjang 
untuk bekal masa depan. Untuk itu 
Pemerintah perlu menata ulang struktur 
dan kebijakan pertanahan dalam hal 
pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan sumber daya agrarian , perlu 
dilakukan dengan komitmen politik 
Pemerintah yang sungguh-sungguh untuk 
memberikan arah dan dasar yang jelas 
dalam suatu kerangka pembaruan agrarian 
yang berkeadilan, demokratis dan 
berkelanjutan. Hal ini mengingat begitu 
banyak dan kompleks permasalahan yang 
muncul di bidang pertanahan saat ini, 
apabila tidak ditangani dengan baik dan 
benar. 
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